







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang salah satunya dari berbagai 
negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk terbanyak ke 4 didunia 
yang tentunya tidak dapat terlepaskan dari permasalahan yang terkait 
ketenagakerjaan. Permasalahan  ketenagakerjaan yang sering terjadi di negara 
Indonesia yaitu banyaknya peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak di 
imbangi dengan adanya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini di 
sebabkan masih belum meratanya pembangunan. Pembangunan nasional 
yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan yang ada 
didaerah, hal ini di karenakan wilayah di Indonesia terdiri dari berbagai 
provinsi, kabupaten dan kota maupun daerah terkecil. Dalam  kegiatan 
pembangunan yang sedang dilakukan dan direncanakan harus dapat 
dirasakan oleh masyarakat kecil, karena pembangunan merupakan”suatu 
proses yang bersifat multidimensi dan dapat berkembang yang tercakup 
dengan berbagai akselerasi perubahan pada pertumbuhan ekonomi, struktur 
sosial, kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan (Todaro, 2000:10).  
Berdasarkan Badan Pusat Statistik bahwa angkatan kerja pada tahun 
2013 sebesar 120,17 dan pada tahun 2014 sebesar 121,87 naik dari tahun 





kerja juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 510 ribu orang atau 
122,38 juta kemudian di ikuti tahun berikutnya pada 2016 sebesar 125,44 juta 
angkatan kerja, begitu juga pada tahun 2017 sebesar 128,06 juta jiwa, ini 
artinya bahwa angkatan kerja setiap tahun selalu mengalami peningkatan. 
Oleh sebab itu salah satu upaya yang harus dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan 
cara memperbaiki tingkat upah yang diterima melalui kebijakan upah 
minimum, dengan adanya kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh 
pemerintah yaitu usaha dalam memperbaiki tingkat upah per kapita para 
pekerja, sehingga perolehan upah rata-rata yang diterima para pekerja juga 
akan meningkat. Meningkatnya upah bisa dilihat dari adanya peningkatan 
konsumsi dari masyarakat dengan adanya peningkatan  jumlah barang dan 
jasa  yang diminta, oleh sebab itu naiknya barang dan jasa yang diminta dapat 
mengakibatkan jumlah dari produksi barang maupun jasa di dalam 
perusahaan juga meningkat, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan 
peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan perusahaan. Kenaikkan 
upah juga akan meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan 
konsumsi dengan demikian naikknya upah juga akan berdampak pada 
kesempatan kerja itu sendiri, akan tetapi dalam berbagai kasus yang terjadi 
kenaikan upah malah cenderung berdampak negatif pada penerimaan tenaga 
kerja. Menurut Kuncoro (2002) berpendapat bahwa kenaikkan upah dapat 
menyebabkan turunnya kuwantitas permintaan tenaga kerja, jika tingkat upah 





harga dari tenaga kerja tersebut cenderung lebih tinggi dari input yang 
lainnya, sehingga dapat menyebabkan para pengusaha untuk mengurangi dan 
menggantikan tenaga kerja tersebut dengan input yang lainnya yang 
cenderung murah untuk mendapat keuntungan.  
Selain kebijakan menaikan  upah, banyak berbagai  hal yang juga 
harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah 
ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan investasi, karena secara tidak 
langsung juga dapat menaikan kapasitas produksi, dengan meningkatnya 
jumlah produksi yang dihasilkan tentu akan berdampak pada penambahan 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut pendapat dari Keynes 
mengatakan bahwa cara untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan 
melakukan investasi misalnya mesin, karena dengan investasi mesin akan 
membutuhkan operator untuk menjalankannya sehingga secara tidak 
langsung juga akan menyerap tenaga kerja. Selain itu investasi berupa mesin 
yang dilakukan juga harus lebih memperhatikan kebutuhan, sehingga tidak 
akan terjadi pergantian tenaga kerja dengan teknologi secara keseluruhan 
yang nantinya akan berdampak pada pengangguran. Investasi perlu dilakukan 
karena dapat menambah output yang dihasilkan, jika outputnya mengalami 
kenaikan maka permintaan tenaga kerja juga akan lebih banyak. 
Pendapat Keynes mengatakan bahwa investasi ada hubungan yang 
positif dengan penyerapan tenaga kerja, karena semakin tinggi dalam 
melakukan investasi pada perusahaan maka kapasitas dalam perusahaan juga 





mampu terserap tentu akan berdampak pada penerimaan pendapatan yang 
diperoleh masyarakat sehingga konsumsi yang dilakukan juga akan otomatis 
mengalami peningkatan, oleh sebab itu dengan meningkatnya konsumsi akan 
dapat menambah permintaan produksi yang nantinya juga membutuhkan 
tenaga kerja dalam memproduksi. 
Selain Investasi yaitu dengan meningkatkan produk domestik 
regional bruto (PDRB), karena faktor dari produk domestik regional bruto 
dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah dari barang dan jasa yang 
dihasilkan dari kegiatan produksi dan sektor ekonomi pada waktu tertentu. 
Meningkatnya PDRB juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja jika 
jumlah yang dihasilkan dari produk domestik regional brutonya meningkat, 
maka jumlah nilai tambah output atau penjualan yang dihasilkan dalam 
seluruh unit ekonomi juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan 
jumlah permintaan tenaga kerja di masing-masing daerah. Kenaikan PDRB 
juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu pemerintah 
harus terus mendorong kenaikan PDRB di setiap daerah sehingga dapat 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat.  Pertumbuhan PDRB juga dapat 
mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang dikarenakan banyaknya 
kegiatan ekonomi yang dilakukan, sehingga kegiatan ekonomi yang ada akan 
menampung jumlah dari angkatan kerja yang tersedia. 
Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari 
seberapa besarnya pemerintah dapat menambah dan menciptakan lapangan 





dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru tentunya akan memiliki dampak 
pada penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap juga 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kebijakan 
pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki perekonomian di setiap 
daerah sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan secara merata 
sehingga tidak terjadi ketimpangan, kemiskinan dan pengagguran, oleh 
karena itu perlu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut terutama masalah ketenagakerjaan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang terdapat berbagai rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana Gambaran Kontribusi Upah Minimum Provinsi, Investasi, 
PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja setiap Provinsi Di Indonesia? 
2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia? 
C. Batasan Masalah  
Sesuai perumusan masalah yang telah dituliskan diatas untuk 
menghindari agar tidak terjadinya pembahasan yang meluas dan 
menyimpang, maka peneliti hanya fokus pada variabel upah minimum 
provinsi, investasi dan PDRB yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 







D. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian 
ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui gambaran kontribusi UMP, Investasi, PDRB dan 
Penyerapan Tenaga Kerja setiap Provinsi di Indonesia. 
2. Untuk dapat mengetahui hubungan pengaruh antara UMP , Investasi, dan 
PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. 
E. Manfaat Penelitian 
1.  Bagi Pemerintah 
Hasil dalam penelitian dapat dijadikan sebagai pengambilan 
kebijakan dalam melakukan hal yang bersangkutan dengan UMP, Investasi 
dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia agar 
nantinya kebijakan yang dilakukan tidak menjadi beban bagi orang lain. 
2. Bagi Peneliti Lain 
Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan suatu landasan untuk diteliti 
lebih lanjut kedepannya agar dapat terus dikembangkan dibidang keilmuan 
dan untuk menambah wawasan bagi orang lain terutama yang ada kaitannya 
dengan UMP, investasi, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Indonesia. 
